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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 154 /PMK.07/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT

KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan

sebagai akibat adanya perubahan organisasi di

lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Keuangan perlu melakukan

perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012

tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012

tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat

Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI

PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH.
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Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012

tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015, diubah sehingga

Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai

kewenangan atas pelaksanaan anggaran Hibah.

(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PA Hibah menunjuk:

a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai

Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang

bersumber dari penerimaan dalam negeri;

b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko sebagai Pembantu PA Hibah kepada

pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman

atau hibah luar negeri; dan

c. Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana

Perimbangan sebagai KPA Hibah.

(3) Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang

bersumber dari penerimaan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan

Dana Hibah untuk tahun anggaran yang

direncanakan;

b. melakukan penilaian atas usulan Indikasi

Kebutuhan Dana Hibah yang disampaikan oleh

KPA Hibah;

c. menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana

Hibah kepada Direktorat Jenderal Anggaran;

d. menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan Dana

Hibah berdasarkan Pagu Indikatif yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan;
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